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KABUP;\TEN Ifi RANGAN YAR

DENGAN RAHMAT.TUHAN YANG MAI.IA ESA

BUPATI KARANGANYAR, ' '..

fUenimbang : a. bahwa Pomanfaatan ;'Llang dalanr wilayah Kabupaten
l(aranganyar perlu di laksanakern secara optimal,  selaras,

o iliilli'r.,iilil?1,Xn',u,,T'oli,.i;o*ul-Jo'rin,,l:,#:ln, i':l
karena itu porlu dilal<ukan pcrubalran Poraturan Daorah
Kabupaten Daerah Tingkat ii Karanganyar i.lomor 2
Tahun 1999 Tentang Rencana Tata. Ruang Wilavah
l(a bupaten Karangan)'a r ;

b. bahwa untuk malcsud torsebut perlu ditotapl<an dengarr
Peratrrran Daerah.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemhentukan Daerah-Caerah l(.abr.ipaten Dalam lingktrngan
Propinsi Jawa Tengalt;

2, Unclang-undang Nohor 5 Tal'rr.rn 1960 tenlang Peratttran
Dasar Pokok-pokok Agraria (Len'rbararr Nlegara. Tahr.tn 1960
Nonror 104, Tanrbahan Lenrbaran l'.,legara Nonror 20a3);

3. Uldapg-undang Nomor 11 Ta.lrurr 1967 tentang Ketentuan-
kotentuan Pokok Pertambangan (l-enrbaran Nogara Taltun
1967 Nomor 22Tambahan Lembaran Negara Nomor 283'l);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tetrtang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 197'1 Nomor 65 Tambahan
Lombaran Negara Nomor 30,46);

5. Undang-undang Nortor 13 Tahun 1980 tentang Jalait
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor E3 Tambahi,n
Lcmbaran l',lcgara Norior 3186):

6. Unclang-undang f,lomor 5 'Fahun 1gS4 tontattg Porindustrian
(Lembaran Negard Tahun 1984 Nomor ?.2 Tambahan

7 l:Jf;:J:il"^[il:''u"l^';,^ j eeo tentans Konversi
Sumbor Daya Alam, Hayati clart El<osistemnya (Lemlraran
l'logara Tahun 1990 Nomor 49, Tanrbahan Lombaran
Negara Nomor 3419);
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B. l,Jndnng-undang Nlomr-rr I Tnhrrn 1geO tcntang
l(epariwisataarr (Lembaran lJegara Tairurr ' lgg0 l,Jomor 78-l'a 

m ba ha n Le m ba ra n N eg a r r, lJ tr t'11 o | 3 4?_7 ) :
9. Llndang-undang Nomor 5 Tahrrn 1992 tentang Rencja Cagar

Budaya (Lombaran Nogara Talrun 1gg2 Norrror 27
Tambrahan Lombaran Nogara Nomor 3470:)i

10.Undang-undang Nomor 24 ' tahun 
1992 tentang penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun '1992 Nomor 1 1 s
Tambahan Lembaran Negar?i Nomor 350' l) ;

1 1 .  Undang-undang'Nomor 23 Tahr"rn 1997 tcntang Pcngololaan
Llngkungan Hidup (l-ombaran AJogara Tahun 1997 irlontor 68
Tambahan Lembaran Negara irlomor 3699);

12.Undang-r.rnOahi Nomor 212 Tahun 1999 ' .  tentang
Pomerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992
Nornor 60 Tambahan Lembararn Negara Nomor 3839);

13.Undang-undang Nomor 41 Tahun '1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nlomor 167 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 38Aa),

'l4.Peraturan Pemerintah i.lornor 22 
'fahurr 

1942 tentang 
'fata

Pengaturan Air (Lemhararr hiegara Tahr.rn 1982 I' lomor 37,
Tanrbahan Lembaran Negara lJc,nroi 3225);

'iS.Peraturan Pemerintah lrlot'trr"rr 26 Talrun '1985 tentarrg Jtriarr
(Lembararr Nogara Tahurn 1985 f' lonror 17 , Tambalran
Lembaran Negara Nomor 32.9:)\',

l6.Peraturan Pemerintah f lomoi 2B Talrurr 1gB5 tentang
Perl indungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nonror 39, Tambahan Lombaran Negara Nontor 3294);

1 7. Peraturan fremerintah Nomor 14 Tahutn 19BT tentang
Ponyerahan Sebaglan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan
Umum kepada Dacrah (Lcmbtrran l''Jcgara Tahun 1987
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357);

l8.Peraturan Pernorintah Nomor 6 Tahun 19BB tontang
Koordinasi Kegiatan lnstansi lrertikal di Daerah (Lembaran
lr legara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembararr
Nlegara Nomor 3378);

l g.Poraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tctttang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran I' legara
'fahun 

1999 Nolnor 59, Tambahan L.ernbaran Nogara
l'.lomor 3838);

20.Peraturan Pemerintah l' lomor 77 
-faNrurr 

200'l terrtang ltiga.si
(Lembaran I' legara Tahun 20C1 lrJomor 1d3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4156);

21.l(epr-rtusan Presiden Nontor 32 T'ahun 1990 tentang
Pengatttran Pengelolaan l(awas;rn l , inclung,

22.l(eputr"rsan Presiden Nomor 33 Talrttn 1 991 tentang
Penggunaan Tanah Bagi Pembaltguttan l(awasan Industri;



23.l(cprutusan Prosidon Nomor 75 Tahrln 1gg3 ter-. iarrg
Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

24.Poraiuran Daerah Kabupaten Daeralr Tingkat l l  [ (aranganyar
Nomor 7 Tahun 1991 tentalng penyidik pegawai Negeri
Sipi l  di  Llngkungan Ponrerintah l(abupaten Daerah
Tinglcat ll Karanganyat (uernbaran Daorah Kabupaten
Dacrah Tingkat ll l(aranganyai' Tafrurr 1gg1 Nlomor 49);

23.Peraturan Daerah Kabupatcn Dacrah Tirrgl<at ll t(aranganyar
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilal ,ah
Kabupaton Karanganyar (l-onri:cran Daeralr Kabupaten
Karanganyar Tahun 1999 Nonror 136).

' l

Dengan persetrljuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABUPATEN KARANGANYAR

IvIEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABI..JPATEN KARANGANYAR
TENTAI.{G PERUBAI{AN TERI-IADAP PERA'iURAN
DAEIRAH KABUPATEN DAEf1AH TII.JGKAT iI
KARANGANYAR NOMOR 2 TAFIUN 1999 TENTANG
REIICAhIA TATA RUANCI WILAYAH KABUPATEI'I
KARANGAI.IYAR

Pasal I

Pcraturan Dacrah l(abupatcn Dacralr Tingkat ll Karanganyar
Nonror 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar yang disahkan dongan K.oputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

-fengah

l.lornor 188.3/173/1999 dan diundangkan dalam Lembaran
Daeralr Kabupaten Karanganyar l.lomor 136 Tahun 1999
seri D Nomor 53 diubah sebagai berikut :

1. l(etentuan Pasal 1 ditantbah huruf q dan r sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

q. Karvcsan lndustri adalah l':avlasati tcn',pat pcrnusalan
regiatan industr i  pengolahan yang ci i lengkapi dengatt
prasarana, sarana dan fasi l i tas penunjang lainnya
yang disediakan dan dikelola oleh Perusaltaan
l(awasan Industri; ]::
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r. Wilayah Inclttstri adalalr nterupakan daeralr ternpat pengolornpqkan clari
lrernracam-n'tacan'l industri yang nrandiri tanpa adanya lkatan ke dalam
saiu manaJemen.

2. Ketentuan Pasal 10 Huruf o, b, c, o,dan g diubah sehingga berbunyi
sobagai borl lcut:

Pasal 10

a. Strb Witayalr Pcnrbangunan I mel iput i  3 (t iga) Kecamntan, yaitr-r
l(ecamatan l(arangariyar, sebagian Tasiknrac.lu ,:. 'an t"' lojogedang cJengan
pusat pertunrbuhan di Kota Karanganyar. Flotensi yangt perlu
di l<cmbangl<arr adalah scKor pcmcrintaha;r,  pcndidikarr,  pcrumahan,
kesehatan, perhtrbtrngan, perdagangan, peternerkan clan pertanian :

b. sub wi layah Pembangunan f l  mel iout i  3 (t iga) r(ocanratan, yaitu
Kecamatan Jatett, sebagian Tasikrnadu dan l{c!.ral<kramat dongan pusat
pertumbuhan di Kota Jaten. Fotensi yang perlu dikembangkan adalah
seKor industri, perhubungan, pordagangan, petr:rnakan dan pertanian ;

Khttsus kegiatan industr i  untuk Kecanratan Jaten, Kccamatan
l(ebakl<ramat dan sebagian Kecamatam Tasikmadu diatur sebagai
berikut:

1. Kecamatan Jaten mellputi wilayah Desa Ngringo, Desa Brujul,
Jaton, Desa Jetis, Desa Sroyo dan Desa [ragcn.

2. Kecamatan Kebakkramat meliputi Desa Kalivruluh dan"'
Macanan :

a) Desa Kaliwuluh batas- batas Zona lndustri :

Desa

#il

b) Dcsa Macanan batas-batas Zona lndustri sclatan :

Utara
Selatarr
Timur
Barat

Utara

Selatan
Tinrur
Barat

Selatan
Utara
Timur

Barat

:  Jalan Grompol -  Batujamus

: Jalan, Dusun Gorrdangrejo

: Jalan, Dusrrn Seketeng

: Dusun Kal i ' ,vulurh. Sun,tai  dan Dr:sun
Jomblang

: Dukuh Candi, Jafan bskas lrol lori)

:  Jalan Macanarr -  Nangsri

: Jalan bekas (rel lori), Dukuh lvlacanan.

: Desa Nangsri selatan

: Dukuh.Macanarr

:  Jalan Dukuh Dasan - Dul<uh Dalungan

: Jalan Seploso (Jalan Dul<uh Dasan
Dukuh lvlacanan)

: Bekas Jalan (rcl lori)

c) Desa Macanan batas-batas Zoua lnclrrstii utara :

Parof N



d) K.ecamatan Tasikmadu hanya Etosa l(aling dongan batas-bata
Zona Inclurstri :

3 .

Utara
Selatan

Timur
Barat

:  Jalan tanah'(bekas rel lori), Dukuh Kleco
: Tanah masuk Desa Brujul, SalUran dal

jaian Tasllcmadu,- Kehral<kramat
: Jalan, Dusun Geneng

: Jalan, Macanan.- l',langsri

c. $ub Wilayah Pembangroun' lll meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitr.
l(ecamatan l(arangpandan, KorJo di'ro lr4atesih dengan pusa
pertumbuhan di Kota f(arangpandan. Pctensi yang perlu dilccmbarrgkar
adalah seKor perl<ebunan, perhubungan, perdagangan, peternalcan
pari,'trisata dan perilcanan;

e. Sub Wilayah Pembangunan V meliputi 4 (empat) Kecamalan, yaitu
l(ecamatan Jumapolo, Jumantono, Jatiyoso dan Jatipuro dengan pusal
pertumbuhan di Kota Jomapolo. Potensi yang perlu dikembangkan
adalah seklor pertanian, peternakan, pengairan, perdagangan dan
industri pengolah hasil pertanian;

g. Sub Wilayah Pembangunan Vll meliputi 1 (satu) l(ccamatan, yi:itu
l(ecamatan Gondangrejo derrgan pusat penumbuiran di Kota
Gondangrojo. Potonsl yang porlu dil<cmbangkan adalah soKor
pariwisata, perhubungan, perkebunan, pedarrian, hortil<ultura, industri,
penrmahan, pardagangan dan peternakan.

Ketentuan Pasal 22 huruf e angl<a 1, 2 clan 6 diubah sehinqga be :'bunyi
sebagaf berllcut i

Pasal 22

1) Ternak Sapi perah terletak dl l(ecamatan .Jaten, Tasilcmadu,
l(aran garryar dan t'Iatesih ;

2) Terrrak sapi Potong terletak di Kecantatan Jaten, Gondangrejo,
Tasikmadu, Karanganyar, Jumantono, Jttmapolo dan Matosihl

6) Ternak Unggas torletak dl Kecamatan Jumanto,'to, Kaianganyar,
Gondangrcjo dan MoJogedang.

Kotentuan Pasal 24 huruf b diubah solrlngga borbunyi sebagai berikut :

Pasal24

b, Wilayah lrrdustrl torlotak dl Kecamatan Jatett, Kobakkrantat dan
sehagian Kocamatan Tasikrnadu;

4.
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Pasal l l

Peraturan f)aerah ini  mulai berlal<u pada'tanggal dir tndar,glcan.

Agar set iap orang dapat mengetahuinya, menrerintahkan pengr-rndangan
Peratrrran Daeralr ini  dengan penempatannya dalam [-embaran Daerah
t / ^ L - . , ^ ^ L - ^  l / ^ - ^ ^ ,KaDupaien Karanganyar.

Ditotapkan dl Karanganyar
Pada tanggal  2  guPLevvtbzr  20

Pllr. BIJPATI KARANGANYAR

uilARTO. *S.H.

Diurd angkan cii Karamganyar
pada tang ? sup teruber 2ao3

SEKRET AERAH

to D,9, tvlM

DAERAH KABUPATEN KARANGANYI'R
t0 sERl E-54 n n a

LVVr , NOMOR

^<
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